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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunga""".;;; ;;;;Tengah (Berita Negara Republik Indonesia f.h.rn fSSO No;o.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia T"h"" 20i4 N-orn;.";lTam_bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor549s)i

Undang-UndaDg Nomor 23 Taiun 2O l4 tentang pemerintahan
Daerah 

- 
(t-em ba_ran Negara Republik Indonesi-a ,fanun 

.ZOi+Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah UeUe.ap^ f..U t .atfri.dengFn- Undang-Undang Nomor 9 Tahun'2OlS te;;;;
lembahajr Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2O1itentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N"g..n n.prUtitIndonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan f,.-U^.a.,
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oiitenlang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20l4 Nomor 123. Tambahan [,embaran fV.g".u n.priif<.
3|11:"1" 
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.55391 sebagaimana ,O.fl a_U"r-l al"e;,t'eraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 rentfngPerubahal Atas peraturan pemerintah Nomor 43 T"l.rr" 2Oi;tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6Tahun 

.2014 tentang Desa (Lembaran N.g*I n.prlfit
Indonesia Tahun 2015 Nomor I57, Tambahan Lernbaran
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Negara Republik tndonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tenta.ng Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6l 1);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18).

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalaln Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen

5. Desa adatah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negaia Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urLlsan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah darl Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakar yang diwadahi
dalam benruk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Menetapkan
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10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

I l. Keuargan Desa adalah semua hak dan kewajibal Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksalaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangarl Desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencala keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
Desa.

16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
Desa.

17. Pendapatan adalah semua pencrimaan Desa dalam I (satu)
tahun anggaran yang menjadi hal< Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Dcsa.

18, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

19. Pembiayaal Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggarar yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

20. Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggaratan keseluruhan pengelolaan keuangan Dcsa.

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disebut PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.
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23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur stal
Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tcmpat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

27, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yalg
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

29. Defisit Anggara! Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaal dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan yang akan dilaksalakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran
APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya.
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34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui s\i'akelola dan/atau penyedia barang/jasa.

35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatar
pengadaan barang dan jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan
Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap
Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan
Bupati ini untuk :

a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa;

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa
khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa;
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Pasal 4

Ruarg lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Asas pengelolaan keuangan Desa;

b, Xekuasaan pengelolaan keuangan Desa;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. Pengelolaan keuangan Desa.



BAB III

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta ditakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

(2) APB Desa mempakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

pasal 6

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang
dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangal Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa
selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
pasal 7

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas
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a. Sekietaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

pasal 8

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas mengoordinasikan antara lain:

a. pen).usunan dan pelaksanaai kebijakan APB Desa;

b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan
perubahan APB Desa;

c. pen)rusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungiawaban
pelaksanaan APB Desa;

d. penyusunan rancElngan Peraturan Kepa.la Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;

e. tugas Perangkat Desa Iain yang menjalankan tugas
PPKD; dan

i penyusunan laporan keualgan Desa dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
humf b bertugas sebagai pelaksaia kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai tugas:
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. men)rusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksalaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal l0
(l) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat l4l dapat dibantu oleh tim
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur Perangkat Desa, l,€mbaga Kemasyarakatan Desa
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
yaitu Kebayan Desa.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil
pating sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal I 1

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuargan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:
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a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menfmpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB
Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 12

(1) APB Desa terdiri dari:

a. pendapatan Desa;

b. belanja Desa; dan

c. pembiayaan Desa

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan
objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
diklasihkasikar menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c
diklasifrkasikan menurut kelompok, jcnis dan objek
pembiayaan.

Pasal 13

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
kode rekening.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 14

(1) Pendapatan Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli Desa;
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b. transfer; dan

c. pendapatan lain lain.

Pasal l5
(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimala dimaksud

dalam Pasal 14 ayal l2J huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;
b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. Iain-lain pendapatan asli Desa.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain:
a. tanah kas Desa;

b. tambatan perahul

c. pasar Desa;

d, tempat pemandian umum;
e. jaringan irigasi; dan

f. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa yarg berupa uang.

(5) l,ain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf d antara lain :

a. hasil pungutal Desa;

b. hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;

c. hasil penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh Desa.

Pasal 16

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten;

c. Alokasi Dana Desa;
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d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersilat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit
70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30o/o (tiga
puluh per seratus).

Pasal 17

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa;

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun arlggaran
berjalan;

e. bunga bank;

f. Hasil penerimaan atas tuntutan kerugian Desa; dan

g. lainJain pendapatan Desa yarg sah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 18

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l2 ayat (1)

huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembaya.rannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 19

(l) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelal<sanaan pembangunan Desa;
1l



c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyaral<at Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak
Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan menDesak yang terjadi di Desa.

Pasal20

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. kawasar permukiman;

e. kehutanan dan lingkungan hidup;
L perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata,

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal lg ayat
(l) hurufc dibagi dalam sub bidang:

a. ketentramem, ketertiban dan pelindungan masyarakat;

b. kebudayaan dan kegamaan;

c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyaral(at
1.2



(4) Klasifrkasi belanja sebagaimana dimaksud datam Pasal 19 ayat
(1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belarja sebaga.imana dimaksud dalam Pasal lq ayat
(1) huruf e dibagi dalam sub bidang:

a. penalggulanganbencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan menDesak.

(6) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai
dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;

c. belanja modal; dan

d. belarja tak terduga.

Pasal22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan
sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta
tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

(3) Belartja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
pelalsanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) sesuai dengan ketentuan peraturan pellndang- undangan
dan kemampuan APB Desa.
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Pasal 23

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan.

(2) Belarja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunakan antara lain untuk:

a. operasional Pemerintah Desa;

b. pemeliharaaa sarana prasarana Desa;

c. kegiatan sosialisasi/ rapat-rapat/ pelatihan/ bimbingan
teknis;

d. operasional BPD;

e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantupelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul f dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.

(2) Pengadaan barang
digunakan untuk
Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kegiatar penyelenggaraan kewenangan

Pasal 25

(l) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

hun.rf d merupakan belanja untuk keBiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
menDesak yang berskala lokal Desa.

(2) Bclanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan menDesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi
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kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan
Pemerintah Desa
sebelumnya;

kegiatan normal
dan tidak dapat

dari aktivitas
diprediksikan

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali Pemerintah Desa

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat terladinya bencana alam dan
bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
penanggulangankeadaan darurat karena adanya perusakan
dan/atau terancamnya penyelesaian pembalgunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan menDesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26

(L) Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5) huruf a
terdiri d6ri :

a. bencana alam dan

b. bencana sosial.

(2) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiq'a yang disebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kebakaran
hutan/lahan.

(3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat
(1) hurul b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat, dan teror.

(4) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk pcnanggulangan bencana
alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
a.lam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :
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a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta
benda;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan
pengurusan pengungsi; dan

c. Penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 27

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2O

ayat (5) huruf b adalah adanya kerusakan dan/atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana yang disebabkan oleh kenaikan harga atau sebab
lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa :

a. Pendidikan,

b. Kesehatan,

c. Pekerjaan umum,
d. Penataan ruang dan perumahan rakyat,
e. Kawasan permukiman,

f. Ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat
dan sosial.

Pasal 28

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20 ayat (5) huruf c adalah keadaan yang memaksa untuk
segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalarni kedaruratan berupa
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan,
pendidikan dal/atau pelayanan sosial.

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang
sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap
dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetap akan
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

(3) Kondisi keadaar menDesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakari bersama
dalam musyawarah desa serta ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa da-rl dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.
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Pasal 29

(1) Tata cara penggunaar anggaran untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan menDesak yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) adalah dengan menggunakan
jenis belanja tak terduga.

(2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan melalui APB Desa, dengan rencana anggaran
biayanya dibuat secara global tanpa dirinci.

(3) Sumber belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau
bersumber dari penga.lihan belanja kegiatan lainnya pada
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelalsanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan/atau pemberdayaan masya-rakat Desa yang belum
dilaksanakan yang dianggarkan dalam APB Desa Perubahan.

(4) Realisasi bclanja tak terduga dilaporkan sesuai dengan
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilaksanakar.

Pasal 31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali
tanah dan bangunan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan

1.7

Bagian Ketiga

pembiayaan

Pasal 30

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan
maupun pada taiun anggaral berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.



pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa
dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan
dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal; darl

c. koreksi SILPA

Pasal 33

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan
yalg penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

{3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (21

paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiaya.i dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan darra cadargan yang
harus dianggarkan;

d. sumber dana cadalgan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dala cadangan dapat bersumber dari penyisihan
atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yarrg
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan peruldang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Kepala Desa.

18



Pasal 34

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam
BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan
dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau BUMDesa
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa :

a. Uang;

b. Barang;

c. Hak pakai tanah dan/atau bangunan aset Desa.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUMDesa
Bersama melalui proses analisis kelayakan usaha, antara lain :

a. Kelayakan sosial ekonomi;

b. kelayakan pasar; dal
c. kelayakan keuangan.

(5) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau BUM Desa
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 35

Pengelolaan keuangan Desa mcliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

Pasal 36

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas Desa.
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(3) Pengelolaan keuangan Desa
menggunakan sislem inlormasi
Dalam Negeri.

dapat dilakukan dengan
yang dikelola Kementerian

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 37

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 35 huruf a merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun
anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penrrsunan rancangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman pen,,usunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan
Bupati setiap tahun.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penlrrsunan rancargan Peraturan Dcsa tentang APB
Desa.

Pasal 38

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

(2) Ralcangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disanpaikan Kepala Desa kepada BPD
untuk dibahas dar disepakati bersama dalam musyawarah
BPD.

(3) Rancarlgan Peraturan Desa tcntang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalart.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa
tentang APBDes yalg disampaikan Kepala Desa, Pemerintah
Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya,

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Kepala Desa
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai
penjabara-n APB Desa.
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(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa kepada Camat.

Pasal 42

(1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa

terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil eva,luasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituargkan
dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala

Desa pating tama 2o (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rancangal dimaksud.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikart hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimala dimaksud pada ayat (2), rancangan
peratur.rn Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Datam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

21

Pasal 41

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 38 ayat (3) disampaikan Kepala

Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dieva-luasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada

panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa.

(3) Penyampaian Ralcangan Peraturan Desa tentang APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;

b. rancalgan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran
APB Desa;

c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkal hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan'
jika tersedia;

f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;

dan
g. berita acara hasil musyawarah BPD.



undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa.

dan RKP

menjadi

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal43

(i) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (5) tidal< ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi
Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan
dimaksud dengan Keputusan Camat.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan selaljutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Kepala Desa halya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

(1) Rancangan Peraturan
dievaluasi ditetapkan
Desa tentang APB Desa

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan pa.ling lambat tanggal 31 Desember
tahun alggaral sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari
Peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan.

.)a

Pasal 44

Desa tentang APB Desa yang telah
oleh Kepala Desa menjadi Peraturan



Pasal45

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa
kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling
sedikit memuat:

a. APB Desa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan; dan

c. alamat pengaduan.

(1) Pemerintah Desa
apabila terjadi:

Pasal 46

dapat melakukan perubahan APB Desa

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran be{alan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaa:r tahun bedalan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatal, dan
antar jenis belanja; dan

d. keadaal yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
hams digunakan dalam tahun anggarar berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaar luar
biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:

a. kejadian luar biasa/ wabah/ bencana;

b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dar huruf b, diputuskan melalui musyawarah desa.

(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Desa tentang perubahan APB

Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
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Pasal 47

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB

Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran beialan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antar objek belanja;

c. kegiatan yalg belum dilaksanalcan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
anggaran berjalan; dan

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabarar: APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

(4)Dalam hal Bantuan keuangan ke Desa disalurkan setelah
ditetapkarnya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APBDesa dan disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 48

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APB

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan
Pasd.47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pen]msunan
Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 49

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
penerimaal dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh
Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda
tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
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(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya,
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa
dan Kaur Keuangan.

Pasal 50

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui
Dinas yang membidangi pemerintahan Desa.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada
Gubemur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Desa.

(5) Jumlah uang tunai sebagaimara dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan paling banyak Rp.1O.000.0O0,- (sepuluh juta
rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
Peme rintah Desa.

Pasal 51

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugasnya menJrusun DPA paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturar Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
telah dianggarkan.

(4) Rencana Keia Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaraa,
waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatarr
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
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rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

Pasal 52

(l) Sekretaris Desa melakukan verihkasi rancangan DPA
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi

menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 53

(1) Datam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB

Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa yartg menyebabkal terjadinya
perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan,
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaian untuk menlrusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Kepala Dcsa melalui Sekretaris Desa
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA

paling lama 15 (lima belas) hari ke{a sejak Kaur dan Kasi

menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 54

(1) Kaur Keuangan menjrusun rancangan RAK Desa berdasarkan
DPA yang telah disenrjui Kepala Desa

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan
RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah
diverifikasi Sekretaris Desa.
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Pasal 55

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat arus
kas masuk darl arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaral
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Ams kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
memuat semua pendapata! Desa yang berasal dari Pendapatan
Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(1) Arus kas
memuat
Desa.

keluar
semua

Pasal 57

sebagaimana
pengeluaran

dimaksud da-lam Pasal 55
belanja atas beban APB

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung dengan bukti yarg lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat
persetujuar Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungiawab
terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal5S

(1) Kaur dan Kasi melaksanakar kegiatan berdasarkan DPA yang
telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas



kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
mela.lui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang di anggap
mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih laljut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal59

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan
periode yang tercantum da.lam DPA dengan nominal sama
besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 60

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari lo
(sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang
sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam
kas Desa.

(3) Kaur Keuangar mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar,

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatarr anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) bempa bukti transaksi pembayaran
pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran
yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaral pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa

uang ke kas Desa.
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Pasal6l

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa
diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajual SPP sebagaimala dimaksud pada ayat
(1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggarani

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB
Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris
Desa.

(5) Kaur Keuanganmelakukan pencairan anggaran sesuai dengan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan
persetujuan darr Kepala Desa.

Pasal 62

Kaur dan Kasi pelaksara kegiatan anggaran wajib
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
selumh kegiatan selesai.

Pasal 63

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun
RAB pelaksanaan dad anggaran belanja tak terduga yang
diusulkan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa

menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaian belanja tak
terduga sesuai dengan verilikasi yang dilakukan oleh

sekretaris Desa.
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(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran
terduga kepada Bupati paling lama
keputusan Kepala Desa ditetapkan.

anggaran belanja tak
I (satu) bulan sejak

Pasal 64

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas
anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuanperaturanperundangan mengenai perpajakan
yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

metiputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 65

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3O dan Pasal 31 dianggarkan dalam APB
Desa.

Pasal 66

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a

digunakan untuk:

a. menutupi dehsit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun
anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) humf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan
kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.
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(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan kembali rancalgan DPA untuk disetujui
Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan sebagaimafla dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), terlebih dalulu menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran
berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 68

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli
Desa.

Pasal 67

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O huruf b dan pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dicatatkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempakan penyisihan anggaral dana cadangan
dalam rekening kas Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peratura!
Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
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Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 69

(1) Penatausahaan keualgan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan darr
pengelua-ran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 70

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas
umum yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak
dan pengeluaran setoran pajak.

(a) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggung-
jawabal uang paljar.

Pasal 71

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan carar

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/
atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh
dari pihak ketiga.

Pasal72

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
kepada Kaur darl Kasi pelaksara kegiatan anggaran atas
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Pasal 73

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 69 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur
Keuangal kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekrctaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Sekrctaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 74

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB
Desa semester pertaina kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menlrusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pating lambat
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
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dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh
Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas bebafl APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan
SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran
dan telah disetujui oleh Kepala Desa

(4) Peageluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan
diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan
kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {5)
ditandatangani oleh penerima dana.



Pasal 75

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 76

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap
akhir tahun anggaran.

(2) Laporarpertanggungjawaban sebagaimanadimaksudpada
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) butan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; darl

2. calalar' atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Desa.

PasalTT

(1) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana
Pasal 76 merupakar bagian dari laporan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua
bulan April tahun berjalan.

Pasal 78

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal76
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Inlormasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. laporan realisasi APB Desa;

b. laporan realisasi kegiatan:

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
34
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Pasal 79

Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa meliputi
Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa,
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Pembahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK
Desa, BukuPembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan darr Anggaran, SPP, Laporan Akhir
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan
Desa tentang Pembahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan
APBDesa SemesterPertama, dan Laporan Pertanggunglawaban
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8O

d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.

(1) Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan Desa
dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keualgan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Teknis ya.ng membidangi pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:

a. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan, kursus
singkat dan konsultasi pengelolaan keuangan Desa;

b. fasilitasi penlrusunan pedoman teknis pelaksanaan APB
Desa; dan

c. supervisi, monitoring dan evaluasi administrasi pengelolaan
keuangan Desa.

(3) Pcmbinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. fasilitasi penlusunan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
serta perubahannya;

b. fasilitasi dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan
keuangan Desa; dan

c. monitoring dan evaluasi kegiatan dan administrasi
pengelolaan keuangan Desa termasuk pemeriksaan kas
Desa.



(4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan keuangan Desa,
peqyelesaiarnya dilakukan secara berjenjang mulai tingkat
desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB VIII

KSTENTUAN LAIN-LAIN

pasal 8l
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggarar
administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundf,.ng-undangan.

Pasa_l 82
Standa! biaya belanja Desa'berpedomaa pada standar biaya
Kabupaten Sragen.

BAB IX

PENUTUP

pasal 83

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini denBan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen
pada tanggat /2 - // - aa/3

*

KABUPATEN SRAGEN,

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal /z - // '20 '

Sa rnan sesuaidengan as nya
a n Sek.elans Oaerah

Asislen P€rner ntahan dan kesra

a Bag ar Hlrklm

I
t

Tkt
199503 r 002

SRAGEN,

KUSDINAR UNTU G YUNI SUKOWAT]

TATA

BERITA PATEN SRAGEN TAHUN'A/B NOMOR 6/
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LAMPIRAN
PERATURAN PERATURAN BUPAT] SRAGEN
NOMOR
TENTANG
PENCELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1 . Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

dan ten Ke udukan dan Pencatatan Si

Kode Rekening BIDANG, SUB BTDANG, dai KEGIA,IAN
I BIDANG PEI\TYELENGGARAAN PDMBRINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terseleng{aaranya fungsi pemerintahan Desa )'ang
m

1 I Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemedntahan Desa {Ma}simal 30 7. untuk kegiatan 1 7)

I 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dar Tuniaigan Kepala Desa
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap darr Tunjangan Perangkat Desa
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kcptrla Desa dan Perangkat Des.1

1 1 o4 Pcnyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honora um PKPKD dan PPXD,
perlengkapai perkantoran, pakaian dinas/atribut, lisrrik/telpon, dll|

l I 05 Penycdiaan Tuniangqn BPD
1 I Ot) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (AIK, malan-minum), perlengkapan

perkantora.n , Pakaial Seragam, perialianan dinas, tistrik/telpon, dll)
1 1 07 Pcnyediaan Insentif/Opcrasiona.l RT/I{W
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan BeLanja Penghasilan Tetap, TunjaJtgan dan

Operasional Pemerintalar Desa

I 2 Sub Bidang Samna dan Prasarana Pemerintahan l)esa
I 2 01 Penyediaan sarana (asct tetap) perkantoran/pemerintahan

2 02 Pemeliharaan Gedung/ Prasar:ana l(antor Desa
2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*

1 2 90-99 lainlain kegiatan sub bidang saralla darl prasamna Demerintahan Desa"

1 3 Sub Bidalg Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Krarsipan
1 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengaitar/Pelayanan

KTP, Akta Kelahiran, IGrtu Keluarga, dll)
1 3 02 PenJrusunan/Pendataan/Pemutakhira, Profil Desa (prolil kependudukan dan

potensi desa)*
1 3 03 Pengelolaar administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 o4
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 3 90-99 lainlain kegiatan sub bidalg adminisbasi kependudukan, pencatataJr sipil, statjstik

da! kearsipan*

I 4 Sub Bidarg Tata Praia Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawaiah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,

Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, d11., bersifat reguler)
I 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rcmbug warga, d11., yarrg

bersifat non-ieguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 {}3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,du)
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa {APBDes/ APBDes Pe.ubahan/ LPJ APBDes,

dan s€luruh dokumen terkait)
1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/lnventarisasi/ Penilaian Aset Desa
1 4 06 Penlrusunan Kebija.kan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana

Pembangunan / Keuanqani

I
1

4



1 o7 Pen)rusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggararan Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masajabatan, lapo.an keterangan akhfu tahun

informasi
I 4 08 Pengem bangan Sistem Informasi Desa
1

1

1

+

4

+

09

10

11

Koordinasi/Ke4asama Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
{Anta.r Desa/KecamatEn/Kabupaten, Pihak Ketiga, dI)*
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahai dan
Pemilihan BPD lyarg meniadi wew€nang Desa)
Penyelenggaraan lomba artar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalarn
mengikuti Lomba Desa

1 4 lain lain kegiatan sub lidang tata pr4ja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
Pelaporan

1 5 Sub Bidang Pertanahan
1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
t 02 Administrasi Pertanahan {Pqqdaftarar Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda

Pe.tanahan)
1 5 03 Fasilitasi Sertilikasi Tanah untuk Masj.arakat Miskin
I 5 04 Mediasi KonIlik Pertana}lan
I 5 05 PeN,uluhan Pefianahan
1 5 06 Administrasi Paial< Bumi dan Bargunan (PLIB)
1 5 07 Penentuan/Penggasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa *
1 5 90-99 lainlain kegiatan sub bidang pertaiahanr

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Eiltang Pelaksanaa-n Pembangunan Desa b€risi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain
Pembalguna.n tidak be{4:! hanya pembangunan secara fisik al{an tctapi iuga
terkait dengan pemba4gunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaal,

2 l Sub Bidarg Pcndidikan
2 1 01 Penyelenglqaia4! PAUD I TK /'IPA I TKA ITPQlMadrasah Non-Formal Milik Desa",

(Bantuq4 Honor Pengaiar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
1 o2 Du Pen PAUD , Sarana PAUD, dst)

2 I 03 Penyuluhq4 dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
'2 1 o4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpu stakaar /Ta$an Bacaan Desa/ Sanggar

BeE{ar Milik Desa *
2 1 {)5 Pemelihaiaan Sarana dan Pmsarana PAUD /TI(/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non

Formal Milik Desa**
2 1 06 Pembangunar/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sal'ana/Pmsarana/Alat Peram

Edukatif ( PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa*

,2
1 o7 Pembangunan/Rqbabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarara Perpustakaan/Taman

Bacaan Desa/ SangJqar Belaiar Milik Desa*
2 I 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa {Pengadaar Buku-buku Bacaan, Honor

!q4i4ga untuk Perpustalaan/Taman Bacaan Desa)
2 1 og Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Betaiar
2 I 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprcstasi
2 1 90,99 lainlain kegiatan sub bidang pendidikan*

2 2 Sub Bidang Kcseh.rtan
2 2 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;

Tambahan Insentif Bidai Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelia.ranan KB dan Atat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kade[ Posyandu)

2 2 o3 PenFluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan {untuk Masya,ra}at, Tenaqa
Kesehatan, I{ade. Kesehatan, dll)

2 ') 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palang Merai Remaia {PMR) tingkat desa
2 2 0a) Pengasuhan Bercama atau Bina Kciuarga Balita (BI{B)
2 '2 07 Pembinaan dan Penga\r'asan Upaya Kesehatan Tradisionat
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/hasarana Posyandu/Potindes/PKD
2 '2 09 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana

Posyandu/ Polindes/ PKD *
2 2 90 99 lain lain kegiatan sub bidanq kesehatan*
ttt
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2
2

3
3 01

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pem eliharaan Jalan Desa

2
2

3
3

02
o3

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pcrmukimim/Gang
Pem eliharaar Ja.lan Usaia Tani

2
2

3
3

04
05

Pem eliharaan Jembatan Milik Desa
Pemeliharaan Prasarana Jalan Des€ tsox Slab Culve(]
Drainase Prasarena.lrlan

2 3 06 Pcm eliharaan Gedu Prasarana Balai tsalai Kem
2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/petilasan Milik

Pemeliharaan Embu Milik Desa2 3 08
2 3 09

rasan Jalan Dcsa *
Batas Desa

tan Pe

Pemeliharaan Monumen
Pem Rehabilitasi2 3 l0

2 3 l1 Pem Rehabilitasi rasan Jalan
Perm ukiman

)
,2

2

3
3
3

Rehabilitasi Pcni

nan Rehabilitasi Pmsamna Jalan Desa Go

12

l4
13

Pem

Pem
Pem Rehabilitasi

PC sart Jalan Usaha Tani *
Pr: Jembatan Milik Desa **

3
3

15
t6

Selokan, Box/Slab Culver! Drainase, prasaraia Jalan lain) r
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyar-akatan*

tsersejPem haRc tasibili Pe Penr akam M tikbangu iS stu arahningka Desa/
DeMilik Petilasan

2 3 17 Pembuatan Pemutakhiran Pcta W dan Sosial l)esa *
2 3

3
18
t9

Penyusuna! Dokumcn Perencanaan Tata Ruang Desa
Rehabilitasi Peni Embu Desa **Pem

2 3 20 Pem Rchabilitasi Peni Monumen Batas Dcs,it *
2 3 90,s9 lain lain sub umum dan Llitn

2 4 Sub Kau,asan Permukiman
2 I 01 Dukungan pela-[<sanaan progmm Pcmbangunan/Rehab Rumai Tidak talak Huni

GAKIN dllvalidasi
2
2

4
4

02
03

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Pemelihararn Sumber Air Bersih Milik Desa (M6ta Air/Tandon penam pungan Air
Iltl Sumur Uor dll

2
2

4
4

04
05

dn)
dll. diluar

elPem haraan Sam Air Bcrsih kc mah Tbungan angga p(
'pPemeliharaarl PermSanitasi kinra nll ('io Pa-.iSelokan

2 4 06 Pcmeliharaan Fasilitas Jamban Umum MCK umum dll
prasarana jalan)

2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pe lolaan SauD Dcsa Permukiman Penam
dl

2 4 0a Pemeliharaan Sistefi Pcmb Air Limbah Drainase Air limhrh Rumall
2 4 09 Pemeliharaan Taman an Bermain Anak Milik Desa
2 + l0 Pcm Rehabililasi Urn Sumur Resanan
2

2

4

4

11

t2

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumb€r Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tartdon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)*

Rehabilitasi Pc Air tsersih ke RumahPem tan Sam

2 4 l3

2 4 14
Selokan, Parit, dll-, diluar prasarana jalan) ""
Pembangunan/Rchabilitas/ !'asilitas Jamban Umum/MCK umum. dll s

2 4 15 Pembangunan/Rehabililasi / Peningkatan Fasililas Pcngelolaan Sampal
Desa Permukiman Pcnam Bank Sam

,2 4 I6 Pem Rehabilitasi Pcni Sistem Pembu tur Limbah l)rainase
Air limbah Rumah

2 4 l7 Pembang!nan/Rehabili tasi/Peningkatan Taman/Taman B€rmain Anak Milik Desa*
2 4 90 99 lainlain kegiatar sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

') 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 5 tj2 Pe lolaan Lin IIid Dcsa
2 5 o3 Pelatihan/Sosialisasi/Pcnyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidanc Kehutanan dan Linqkunqan Hidurr"

III

2
2

(pipanisasi, dll) -*
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarnitasi Permukiman lcoronq-qoruns.



2
2

6
6 01

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Inlormatika
Pembuatan Rarnbu-rambu di Jalan Desa

2 6 o'2 Penyelenggaiaan lnfoEEasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Postcr/Baliho Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2 6 03 Pengclolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Xomunikasi dan Informasi Lokal

2 6 90 99
Desa
Iainlain kesiatan sub bidanR Perhubungan, Komunikasi, dan Informat-ika*

2 7 Sub tsidaig Energi dan Sumber Da'"a Minera.l

2
2

7
7

Pemeliharaan Saiana daII Prasarana Energi Alt€matif tingkat Desa
Pembangunan/ Rchabititasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alt€matif

0l
02

tinqkat Desa *
2

,7 90 99 lainJain kegiatan sub bidang Energi dar Sumber Daya Mineral'

,2 B Sub uidang F.rriwisata
2 8 01 Pemelihaiaan Sarana darr Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 8 o2 Pembansunan/Rehabilitasi/Peninskatan Sarana dan Prasararta Pariwisata Milik
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
'2 a 90-99 lain-lain kegiatan sub bidanq pariwisata*

3 BIDANG POMBINAAN KEMASYARAXATAN DESA
Bidalg peEbinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untul<
meningkatkai rreran serta dan kesada,rarl masyarakat /lembaga kemasyarakatan
desa yang toendukung proses pembanaunam desa y"anR mencakuD:

3
3

I
I

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasJrara-kat
Pengadaan/PenyclcnRgararn Pos Keamana! Desa (pembangunan pos, penmwas:an01
pelaksanaan iadwal ronda/patroli dtll *

3 1 o'2 Penguatan dan Peningkatan lkpasitas Tenaga Keamanan/Ketcrtiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas dcsa)

3 I 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketcrtiban, dan Pelindungan Masyarakat

3 I o4
(dengan masyara-kat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
Pelatihan KesiaDsiagaan/Ta-nsfap Elencana Skala Lokal Desa

I3 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaran Bencana Skala Lokal Desa
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Apa.atur Desa dan Masvarakat Miskin
3 I 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi keDada Mas]€rakat di Bidang Hukum dan

3 l 90-9S
Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan 6ub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungsn
Masyiaralat*

3
3

2
,2 0l

Sub Bidang Kebudayaar dar Keagamaan
Pembinaan Group Kesenian dan KebudalEan Tirigkat Desa

3 ,2 0') Pen(iriman Kontinqen GrouD Kesenian dan Kebudayaan sebami Wakil Desa di

3 2 03
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
Penyelenggsraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaarr

3 2 04
ha.ri kemerdekaan, hari besar keagamaar, dll) tingkat Desa
Pemetiharaah Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumai Adat/Kea*amaan Milik
Desa **

3 2 05 Pem bangunan / Reha bilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaa-n/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa *

3 2 90 99 lainlain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keammaan*

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan OIah Raga

3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

023 3 Penyclcnggaraan frelatihan kep€roudasn (Kepemudaan, Penyadaraan Wa*asan
Kebanssaan. dlt) tinskat Desa

3 3 03 Penvelenqqaraan Festival/l,omba Kepemudaan dsrt Olahraga linqkat Desa
3 3 U4 Pemeliharaan Samna dan Prasarana Kepemudaan dan Oliah Raga Milik Desa*

3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sa.rana dan Prasanana Kep€mudaan dan
olah Raea Milik Desa*

3

3
3

3
3

Pembinaan Ka-raig Taruna/Klub Kep€mudaan/Klub Olah raga
lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Otah Raga*

06
90-99

III



3 Sub Kelem
3 4 01 Pembinaar t€m
3 4 o2 Pembinaen LKMI) LPM LPMD
3 + 03 Pcmbin.ran PKK
3 4 04 Pelatihan Pembinaan t €m
3 90-99 lain'lain tan sub bid Kelem Ma

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pemberd mencaku sub- danFlid

4

untuk meringkatkan pemahaman, kapasitas masyara-kat dalandiarahkan
menilrgkatkan Ikeseja}l mencakumasyaiaka -vang p
S b Kelau dan Pcrikanan

4 01 Pemcliharaan KaIam b k(' laJn PerikanaJI Darat Milik Desa
4
4

02
03

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Ke.il Milik Desa
nan Rehabilitasi Pc Karamba Kolam Perikanan Ilalat MilikPem

Desa"

4 I o4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pelabuhan perikanai Sungai/Kecil Milik
Deell*

4 I 05
I 06 Pelatihan Bimtek nalan Tekonolo T t Cuna untuk Perikanan

Darat
1 1 90-99 lainJain kegiatal sub bidang kelautan d6n perikgnan*

4
4

2
) 01

Sub Bidang Pertanian dan petemakan
Produksi danProduksi Tanaman

2 o2 Pe Produksi Peternalan Produksi dan lcrnakan,
kand

4
4 2

03
o4

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
'l'ersier S€derhanaPemcliharan Salumn

4
,2

05 /Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Cuna untuk pertanian/peternakall *
Pertanian dan Pe temakan*

Pelatihan
sub bidalain lain

4 3 Sub Ka Dcsit
4
4

3
3

01
02

Peningkatan kapasitas kepata Desa
tan Desa

4 3 03 Pe tan tas BPD
4 3 90 99 lainlain tan sub b tas Des€

4
4

4
4 01

uargabSu tl Pemidang Perlind ll al< da Kcberdayaan nSan
Pelatihan Pem Pe

4
4

4
4

02
03 disabiliI1

Pelatihan uhai Perlind AnakPenyul ungan
dalPelatihan labcDi

4 4 90-99 lainlain sub Peretn uan dan Perlind Anak*

5
5 01

S b U Mikrosaha danXecilBidang Koperasi, (1\,1UMMenengah
tiharlPcLa M eem n lolaan Ksi I)U UMXM

5 o'2 Sarana Ilrasarana Usaha M ik Ir.ccil d M serta
5 03 T (iuna untuk Ekonomi PcdcsaaJr Non-

Pertanian
4 5 90-99 lainlain sub Usaha Kccil dan Me

6 Sub Penanaman Modal
4 6 0l Pembentukan BUM Desa Persia dan Pembentukai A*al BUM
4 6 o2 Pelatihan BUM flcsa dilaksanal<an oleh DC

6 90-99 lain lain sub b Penanaman Modal*

TII
f,
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4
I
4
4
4

4

5

3

5
5
5

5

Sub Bi Keadaan Darurat
Keadaan f)amrat
Sub Bi Kcadaar Mendesak
Keadaai Mendesak

7
7 0l

Sub Bidang Pcrdagangan dan Perindustrian
Pem eliharaan Pasar Desa Kios milik Desa

7 o2 Pem naJl Rehabilitasi tan Pasal Kios milik Desa *
7
7

03
04

Pengembangan Industri kecil level Desa
usaha ekonomikelomPembcntukan PendamFasilitasi Pelatihan

7 -lain kegiatan sub bidaig Perdagangan dai Perindustrian*

roduktit irdustri rurnah d

B]DANG PENANCGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencara, Keadaai Darurat dan Mendesal Desa digunal<an
untuk kegiatar penaiggularrga-n bencana, keadaan darurat dan mendesal

l Sub Bidang Pcnanggqlangan Bencana
I 00 Penanggulangan Bcncana
2
) 00

3 00
I



A.2. Daitar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

d
PF]NDAPATAN

l Pendapate Asli Dee
l I

4 1 I 01 Basi Hasil BUNIDeS

+ I I 90-99
4 I 2

1 2 ot Penaelold Tdah Kas Des
I ) 02

1 o3
4 l 2 0,1 Tcdpat lr.mmdid Umum
-1 1 2 Jdingan lrisasi De*

1 ) Pelelanaa U<d ililik I)ee
4 I 2 o7 Kios Milik Dee

I ) 08 Pemanfaatan Lapesm/Prllssa.a Olah rasa Milik Dess
1 2 90-99
I 3 Swadaya, Pdtisipasi dM Gotona Royona
I .] ol Swadaya, partisipesi dan iotoor royons
I 3 90-99 Lain-lain SwadaYa, Partisipasi dan Gotons Royons

4 1 Lain-lain l,cndapatan Asli Desa
4 1 4 0l H6il Punautai Desa

1 90 !)9
4 2

2 I

2 1 o1

2 2 tlagran dari Hasil Paiak de Retribusi Daerai Kabupaten/kots
4 2 2 o1 Basian dsri Hasit Paiek dan Rctribusi Daerah lisbupat../kota

) 3 Alokasi Dma Dee
2 3 ot AloLasi D.na Desa

7
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1 :l Jaminan Sosial Kepa-la Dee d Pereskat D.sa
l 3 o1 Jamind KesehatEn Kepala Dcs
1 3 02 Ja$inan Kes.hate Peranskat D.sa
1 3 o3 Jeintur Ketenasalerjtu I(.pala Desa

5 I i, o4 J.minm Ketcnasak.rjaan Peru1gkat Des
I Tunia{an BPD
I t 0t Tunierd Kedudukan BPI)

5 1 4 o2 Tuiese Kine4a BPD
5 2 Belanja BdaJls dan Jas

2 I Belmia Bemq Perlcn{kapd
) 1 ol Belaia Perlenxkapa-n Alat Tulis Xantor dd Benda Pos

2 I 02 Beleja Perlenskape Alat-aLat Listrik
2 I o3 BelaJUa Perlenskapsn Alat-alat Rumah Tessa/Peralata dan Uahan Keb.rsihe

5 2 I 0.1 Belania Bahe Bar<d irinvar</Cas/lsi UlanE Tabun{ Pemadam Keba}dd
5 2 I o5 Beleja Per:enskapan Cetak/Penssadaan ' Beleia Baralf cetak d& Pcnssedaan

2 l o6 Belanir Perlenskapan Bar@a Ko.sumsi (Makan/minum) Bclania Barana Kon$msi
2 I 07 Belania rlahe/Material
2 l oa Belania Bendera/Umbulumbul/Spanduk

5 ) I Betania Pakaian Dinas/ Seraaagl /.Atlibut
5 2 l 10 Beluja Obat-obate

) I II B.lania Pakan Hewan/Ike, Obat-obatan H.wm
2 I t) Belania Pupuk/Obat-obet n l'.rtdian
) I qo-99 Belaia Bdea Perlenakape Lainnya

5 2 2 Bel@ia Jasa Honorariom
2 ol Belania Jag Honordium Till yalrs Mclakseakd K.siatan
2 2 02 B€lania Jag HonoruiuE PeEbetu TuEas Umum Desa/Opcrato!
2 2 03 Beleia.lasa Honofuium/lnsentif Pelayde Dee

' 2 2 o4 nehnia Jasa HonorEiuE Ahli/ ft ofcsi/ Konsult4/ Nuasurnb..
5 2 ) o5 Belania Jasa Ho.o.dium Petusa
5 2 90 99 Belania Jasa Honorarlum Lainnya

2 :] Beldia P.rialee Din6
2 .,} 0t Beleja Perialee Dinas Dalam lhbupaten/Kota
2 3 o2 Belanja Perialanm Dinas Luar Kabupaten/Nota

9
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3 I B.leja Modal Pengadaan lanah
3 I ol Belaiia Modal PeDbebam / Pembcli6n Tansh
3 I o2 Bel ja Modar Pembayaran Honortrium Tirn Teah

5 .l l Belmja Modal Pensukure d& Pembuata S€nifilat Tmah
5 3 l o:l Bcloja Modal PenAurukan dan I,rmarange Tturah

3 l o5 H.laja Modal Perialanan Penaadaan Tanah
3 I Belaija Modal Pensadd Tanalt Lainnya

5 3 Bcldja lvlodal Peralate, Mesin, do Alar B€rat
3 2 o1 Beljyra Modar Honor Tim y6ng MelaksanaLe Kesiat n
3 2 o2 Il.lmja Mod€.lPemlatu Elektronik de Alat Studio
3 2 o3 Ilelanja Modal Peratate KoEputer
l 2 ot B.ldja Modal Peralatan Mebeulair do Ak*sri Ruansan

5 3 2 Beldja Modar Pe.alataJr
,2 B.lanja Nlo.lal Peralil n Alat Ukur

5 :] 2 o7 Bel&Ja l,{odal Peralate Rambu-rambu/Patok Tdah
J 3 2 o8 ll€lanja Moda.l Peralata k}lu$s Kes€hare!

3 2 B.lanja Mo&l Per4qtan Eltrsls P.qteie/Perikdan/Petermke
3 2 lo Bel&ja Mo.lal Mesin

) lt B€lanja Modal Peneadsan Alat-Alat U€rat
5 3 2 90 99 B.Ianja Modal PelalaB!, Mesin, da Alat Berat Lainnya

3 3 llelaDja Moddr Kcndaraan
5 3 3 ol Belania Modal llonor Tim yang M.lsl{lfuakan X.Aiatd

3 3 Beleja Modar Kendaraan D{at Bemotor
:] o3 Belrrlja Modal AnSkutair Daat Tidat Bermotor

5 3 0.1 Beleja Mod.rl Kendtram Air Bermotor
3 3 o5 B.lanja Moda] Algkutd Air Tidal BclEotor
3 3 aelmja Modal Xendaraan Laimya

5 3 Belmja Modal Geduns, Bdsunsn da, Taman
J ol
3 o2
3 o3 Belaja Mo.lal Rahan Baku
3 0.1

3 5 B.la nj9&dal:lrran/ Prasr&a Jalan

11

5 Belmia l{odar Ses'a Peralatan



:0
-.t

I

I
E

z ,
t

a

E

e.

Hr
tD

E

E.

t
.l

t:
t
g

E

I
B

E

C

q

P

g

tg
ti

t-

g
E

=

I
FI

a

=
g
c

&

E

I
E

ii
ts

g

E

g

p-

a

2

E

g
q

L
E

a
E

=

I

@

g
i

l<

E

g

t

5

,s

E

F
B
E

3

a

A

s

a0
g.

t

3

L

f
ld

I
=

i!
9

B

E

1

r

ts.

s

g 3

L
?
{

L
P

F

i0

t
ii

E
c

\

f-

l,
ai
.!

&

.l

q

c
ft

5

a

EIEIEIIB
ffi ;E;t.

*h



I 2 Pen.ailai DEa Cadanga
1 2 ol Pen(airu Dana ca.lansd
I 3 Ilasil Penjua.lm Kekayae Des yds Dipiehkd

6 1 ol H6il Penjuard Kekaya{r Des ymg Dipis}ka1
6 I Prncrimaan I,emLiavatd

1 90 99 Penerimaan Pecbiayffi tainnya
2 P.nSeluare Pembiayaan
2 l Pembentuke Dda

u 2 l o1 Pembcntukan Dda C

o '2 ) Pcny€rtad Modal Dcaa
2 2 01 Penyertaai Modal Des
2 9

2 90-99 Perx493u Pembiayaan Iaiflnya

I
I

II

I
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B. Format APB Desa-
B.1. Pormat Rancangan Peraturan Desa tantang ApB Desa

K}'PAIA DDSA,,...,.......
KAI}UPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA ..............-.......
NOMOR ........ TAHUN..........

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

A.

t.

c.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I.]SA

KEPAI.A DESA .....,.

baiwa A[ggaran Pendapatan dan Be]snja Desa sebagai wujud
dari lxngelolaan keuanga-n Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggulg jawab untuk sebesar-b€sainya kemakmuran
masyarakat Desa;
bahEa AnSgaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.......... termuat dal,am Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan B€lanja Desa Tahun Anggaran .......... yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
peEerintahan desa berdasaikan prinsip kebersanoaai, efisiensi,
berkeadilan, berkelaniulan, benvawasan lingkungan, darr
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
mel,aksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dar sejahtcra;

Ball1rr'a berdasarkan lxrtimbangan sebagaimana diEaksud dalanl
humf a dan hurul b, perlu menetapkan Peratutan l)esa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........

1. Undang-Undang No4or 6 Tahun 2014 tentang Desa {kmbaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan kmbaian Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerirtah Nomor 43 Tahun 2014 teDtang peraturan
Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tefltang Desa
(tembaran Negara Republik tndonesia ?a}lun 2014 Nomor 123
Tambahan l-embaran Negsia Republik Indolesia Nomor 5539 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PeEerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelalsaDaa.n Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembamn Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 NoEor 157, Tambahan IrEbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peratuian Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negsra Republik Iidonesia Tahun 2014 Nomor 168)
sebagaiErana telal diubsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2Ol5 t ntafrg Peruballan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggara-n
Pendapatan daJl Belanja Negara (Lmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 88, TaEbahan trmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaaa Keuangan Desa (Beita Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 611);



Menetapkan:

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Sragen Nomor ...... Tahun .........
tentang Anggaran Pendapat6n dan Belanja Daerah Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran ....... (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun ....... Nomor ......1.

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor ....... Tahun ....... tentang
Pengelotraan Keuangan Desa {Berita Dae.ah Kabupaten sragen
Tahun ....... Nomor ......);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

dall
KEPAI.A DESA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA ................ TENTANC ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA I]I.]SA TAHUN ANGCARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja
dengan perincian sebagai berikut:

l. Pendapatan Dcsa Rp..
2. Belanja Desa Rp..

Desa Tahun Anggaran

Surplus/Defrsit Rp

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ....,...................
Rp. ........................

Selisih Pembiayaan ( a- b ) Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Bel,anja Desa
s€bagaimana dimaksud da-ta]r Pasal I tercantu@ data@ Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ir!i.

Pasal3

kmpiran sebagaimaia dimal<sud daLam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. daltar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftan dana cadangon, jika tersedia; dan
d. dsJtar kegiatAn yang belum dilal<ssrral<a! di taiun anggarai

sebetumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menctapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal5

{1) Pemerintah Llesa dapat mela}sanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan lrendesal<.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang f,embahan APB Desa.

{4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayst { I ) harus memenuhi
kriteria:
a. bukan merlpa-kan keg.iatan normal dai aktivitas p€merintah

Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan teladi seca-ra bemlang;

c. berada diluar kendali dan pengaiuh f,emerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifik n terhadap anggeran dale-
rangka pemulihan yang discbabkan oleh kejadialt yang luar
biasa dan/atau permasalahar sosial; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal tEdadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dolam pendapatan Desa
pada tahun bedalan;

b. keadaan yalrg menyebabkan harua dilaliulan pergeseran .rntar
objek bel,anja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan taiun sebelumnya dan
Bcnyebabkan SiLPA akan dilal<sanakan dalam talun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului pembahan APB Desa dengan
tnelakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Pemturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahl€n pengundangsn
Peraturan Desa ini dalam Lmbaran Desa ............

Ditetapkan di
Pada tanggal

KI.IPAI,A DESA

Diundangkan di .....

Pada tanggal ..........

SEKRETARIS DESA

I,EMBARAN DESA ...... TAHUN ..... NoMOR .....



E}.2. Format Lampiran APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ..
NOMOR .......... TAHUN ..........
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ...........

ANGGARAN PENDAPATAN DAN tsI]t,lNJA DESA

PEMERINTAH DBSA..,..,........
TAHUN ANGGARAN.,.,.........

KODE RD(ENING URAIAN
ANGCARAX

Rp.
SUMBDR DANA

I 2 +

h b
PDN DAPATAN

1 PADesa
2 Transfer
3 Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

5 tsELANJA
I Penyelengaaraan Pemerintaian Desa

L I Penyelenggaiaan B€lanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Opcrasional Pemerintallan Desa

I 1 ot Penyedia.Bn Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Dese

I l 0i 5 1 Belania Peaa*ai
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dar Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administmsi umum dan kependuduL€n
{Surat Pengantar/Pelayansn KTP, Ksrtu l(cluatga,
d[)

I 3 0r 2 Bclanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 t Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

Prasa.rana Perpusta-kaan/Taman Bacaan
Desa/ Srnggar Belajar

III

IIIII

77
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2 I 05 5 3 Bclanja Modal
5 PcnanSgulangan Bencana, Keadean Darurat dan

Mendes6l<

i Penanggulangan tsencana
I 5 4 Belarja Tak Terduga

5 Keadaan Darurat
5 I Belania Tak Terduga

dst
JUMI-AH BI]LANJA
SURPLUS /(IJIIFISIT)

b PEMBIAYAAN
I Pcnerimaan Pembiayaan
2 Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

IIIIIIIIIIIIIIII

II

Kepala Desa,

Petunjuk p€ngisian:

Kolom I : diisi berdasarkan klasifrkasi Bidana K iatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifrka3i ckonomi terdiri dari Pendapatan, Bclanja dan
Pehbiayaan:

, Bagiar peodapata, diisi:
a. p€ndapatan; dan
b. kelompok pendapatan.

Bagian Belarja diisi:
a. Belanja; dan

b. jenis belanja {disesuaik€n dengan jenis kegiatsn)

Kolom 3

Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan {nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dcnga[ jum],ah angaaran yang ditetapkan

diisi sumber dana diisi denSan sumber dara yang digunakan dalam
kegiatan (kolom l.c) terkait

Kolom 4
Kolom 5
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C. Format Peniabaran APB Desa

C. l. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

KEPAI-A DESA
KAI]UPATEN SRAGEN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN KEPAI-A DESA ......................
NOMOR ..... TAHUN .........

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DESA
TA}ruN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAI{A ESA

KEPALA DESA

bahwa dal,am rangka untuk mel,aksanalan ketentuan pasal 4
Peraturan Desa ................... NoEor ....... Tahun ...... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........, malG
perlu menetapkan Pelaturan Kepala Desa tentang penjabaran
Anggaran P€ndapatan dan Belanja Desa ................... Tahun
Anggaran ....-.......;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tembaran
l. Nega-ra taiun Republik tndoncaia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintal Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Petraksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahar l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5539 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemturan pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintai Nomor 60 TaIun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeLanja Negara
(I+mbaran Negara Republik Indonesira Taiun 2014 Nomor 168)
sebagaimana telah diuboh dengan Pemturan pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambaian L€Ebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Pemtlran Menteri Dalam Negeri NoEor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 6l l);

19



5. PeraturaD Daeral IGbupaten Sragen Nomor...... Tehun.........
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran ....... (lembaran Daemh Kabupaten
Sragen Talun ....... Nomor......);

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor .....,. Tahun ....... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen
Tahun ....... Nomor ......);

7. Peraturan Desa ............... Nomor ...... Tahun ........ tfntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taiun Anggaran..........
(hmbaran Desa.............. Tahun......... Nomor..........)

MEMtJl'IJSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELqNJA DESA -,

ANGOARAN ............

PI'NJABARA]Y
........ TAHUN

Pasal I

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
........ terdiri dari:

l. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
c. l^ain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belaaja Desa
a. Bidang PenyctengJqaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan KeDasyamkatan
d- Bidorg PeEberdayaon Masyarakat
e. Bidang PenanSgulangan Bencana, Darurat,

dsrr Mendesak Desa

Rp..
Rp..
Rp..
Rp..

RD.

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. PeEbiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pcngeluaian Pembiayaan

Selisih Pembiayaan { a - b )

Rp....

Rp

Pasa.l 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bel,anja
Desa sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampira[ yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peiaturan
Kepala Desa ini

passl 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dal,am Peraturan illi dituangkan lebih lanjut dalam

Rp.

Rp.
Rp.
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Dokumen Pel,aksanaan Anggaran (DPA) vang disusun oleh Kepala
Urusan dan KepaLa Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini Eoulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agai setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAIA DESA

I)iundan{akan di ...
pada tanggal

S[.I<RE1ARIS DESA

BERITA DIISA TAITUN .......... NOMOR

t
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C.2. Format Lampiran Penjabaran APB Desa

T.{MPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA ..,........
NOMOR ......TAHI'Ir ..........
TEI.ITANG
PENJABARAN ANCCARAN PENDAPATAN

DAN BETANJA DESA TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....,.......,
TAHUN ANCGARAN..-..,,...--.

KELUARAN/OUTPUT
KODE RIiKENING URA]AN VOLUME SATUAN

ANGGARA
N

SUMBER
DANA

I 2 3 6 7
a b c b d

4 PENDAPATAN
-1 I PAfJrsa

I Hasil usaha
.+ 1 1 <Obyek Pendapatan>

2 Trallsfer
2 l Dana Desa

1 3 Pendapatan lain,lain
.1 3 I Penerimaan dari Hasil Kerjssema

Antar Desa

4 3 I <Obyek Pendapatan>
dst

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemeri-ntahan

Desa
I l Penyelenggaraan B€lanja

Penghasilan ?etap, Tunjanga-n dan
Operasional Pemerintaian Desa

I I 01 ttnyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

1 I 0i 5 I Bclanja Pegawai
1 I 01 5 1 I Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Desa
I l 01 5 <Rincian Obyek Belania>
I 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

IIIIITIIIIIIIIIIIIII

I

I:

IIIIII
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I 3 OI Pelayanan administrasi umum
d6n kependudukan (Sul'at
Pengan tar/ ttlayanan KTP, lGrtu
Keluarga, dll)

l 3 0l 2 2 Belanja Bamng dan Jasa
I 3 ol 2 2 2 Belanja Jasa Honorarium

.Rincian Obyek Belanie>
Pelaksanaan Pembangunan Desa

2 I Pcndidikan
2 1 05 Pembargunan / Rehabilitasi/ Penin

Skatan Sarana Prasaiana
Perpustakaan/Taman Becaan
Desa/ Sanggar Belajer

2 l 05 5 3 Bel:rnja Modal
2 I 05 3 Belanja Modal Ocdung dan
I I 05 3 -+ <Rincian Obyek tSelanja>
5 Penangguliangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesal<
5 I Penanggulangan BencaJra
5 1 00 Penanggulanmn Bencana
5 1 00 5 .+ Belanja Tak Terduga
5 I 00 5 4 IJO B€lanja Tak Terduga

1 oo 00 00 Belanja Tak Terduga

JUMI,AH BDI-ANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBlAYAAN
6 I PeDe.imaai Pembiat'aan
6 I I SiLPA Tahun Sebelumnya
6 I 1 I SiLPA Tahun Sebelumrlva
6 2 &4geluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentuka,n Dana Cadangan
6 2 2 l Pembentukan Dana Cadangen

ds
SEI,ISIH PEMBIAYAAN

IIII IIII

IT

II

II

IIIIITIII

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. keSiatan

I(olom 2 : Kode rekening diisi berdasa,kan krasifikasi ekonomi terdiri dari pendapatan, Belanja dan
Pembiayaar:
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Kolom 3

Kolom 4

- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapat€n:
c. jenis pendapatan; dan
d, obyek pefldapatan

- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (djsesuaikan dengan j€nis kegiatanl ;
c. obyek belanja dan
d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayagn; dan
c. jenis pembiayaan

Uraian Pendapatan, Belailja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Volume diisi denSan volume Uumlah) output kegiatan (Kolom l.c) da! volume (iun ah) input
pada rincian obyek bela.nja (Kolom 2.d)

Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satusn (paket, unit)
input pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaj.an yang ditetapkan
Sumb€r Dana diisi dengan Sumb€r Dana yang digunakan dabm kegiatan (kolom 1.c) terkait

lioiom 5

Kolom 6

Kolom 7
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D. Fomat perubahan APB Desa

D. 1. Format Peraturan Desa tentang per].bahar Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa

KEPAr-{ DESA .............
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA
NOMOR ........ TAHUN....-....-

TENTANG
PERUBAI{AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,,ANJA DESA

TAHUN ANC,CARAN

DIiNGAN RN HMAT TU]IAN YAN('i MAHA I'SA

Mcnimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan tedadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang dikarenakan adanya
perubahan pendapatan, beLanja dan pembiayaan, perlu dilalu_t@n
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran..........;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang peruba}an
Anggaral Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . . . . . . . .

1. Uodang Undang NoEor 6 Taiun 2014 tentang Desa {t,embara,t
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan I-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014 tentang Peratural
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahur 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 )
sebagaimana tclah diubai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratlu-arr Pelatsanaan Undang-
Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tanun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bel,anja Negara
(IambarBn Ne.gara Republik Indonesira Tahun 2014 Nomor 168)
seh,g.im,na telai diubah dengan Perahran Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubaian atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahur 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negar.a Republik
lndonesia Tahun 2015 NoEor 88, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pcngclolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 611);
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Menetapkan:

5. Peraturan Daerai Kabupaten Sr:agen Nomor ...... Tahun .,....,..
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupateE
Sragen Tahun Anggaran ....... (kmbaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun ....... Nomor......).

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor ....... Tahun ....... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen
Tahun ....,.. Nomor ......);

2. Peraturan D€sa ................. Nomor ....... Tahun .......... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........
{1,€mb6ran Desa...........-.. Tahufl -........ Nomor..........)

DeDgan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .,...

dan

KEPAI-A DESA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA ................ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..............

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan B€lanja Desa Tahun Anggaran

bedumlah Rp. ), lxrtaEban/ berkurang sejumlah

Rp.......,- (.......... ) sehingga menjadi Rp.......... (

rincian sebagai berikut:
)dcugan

l. Pendapatan Desa
a. scmula
b. bertambah/ fb€rkurang)
Jumlah pendapatan s€tel,ah perubalan Rp.

scrDula

Rp
Rp

2. Belanja Desa
a. s€mula
b. bertaEbah/ (b€rkurang)
Jumlal belanja setelair perubahan
Surplus/{Defisit) setelah perubahan

Rp
Rp
Rp..........
Rp..........

3. Pembiayaan Desa
3. 1. Penerimaan Pembiayaan

e. Semulia
b. Bertamban/ (berkurang)
Jumlah peoeriEaan setelah perubaha!

3. 2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah,/ (berkurang)

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a b ) Rp.
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Pasa.I 2

Urairan lebih lanjut Perubahar! Anggaran pendapatan dan Belanja
Desa sebagaiman& dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupalan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini-

pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
Perubaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksaraar Perubahan ApBDesa.

Pasa.l4

Peraturan Desa ini mul,ai berla_ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetaiui, meme.intahkan pengundalgan
Peraturan De$a irli dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAI,A DESA

Diundangkan di ..............
pada tanggal ......,,,,..

SEKRETARIS DESA ...

LI'MBARAN DESA ... ...... TAHUN _-.....- NOMOR
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D.2. Format l,ampiran Perubahan APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR....... T4HUN.,........
TENTANG
PERUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN
BELd.NJA DESA TAHUN ANGCARAN ..,,.,

PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DES4.,.,,....,.,.,
TAHUN ANOC4RAN..,,...,,,,,,

KODE REKENINC
SEMULA MENJADI BERIAMBAH/

IBERKURANG)
SUMBI,]R DANA

URAIAN ANGGARAN (Rp.l URA]AN ANGCARAN (Rp.)

I ) 3 + 7 IJ

h

Kepah Des,
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Petunjuk pcngisian:
Kolom I : diisi dengan kode rekening berdassrkan klasifkasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dcnAan kodc rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi d€ngan s.luruh uraian set)elum p.rubahan
Kolom 4 : diisi dengan anSgaran s.bclum pcrubahan
Kolom 5 : diisi dcngan scluruh uraian satelah pcrubahan
Kolom 6 : diisi dcngan anggaran actela-h perubaha!
Kolom 7 : diisi dcnSan bcsaran jumlah anaaalsn yana b€rubah
Kolom 8 : diisi dcngan sumber dana



E. Format penjaba-ran perubahan APB Desa.
E.1. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan

APB Desa.

KEPAI-A DESA .............
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN KEPALA DESA ..
NOMOR ......., TAHUN

TENTANG
PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DESA

TAHUN ANCICARAN

Menimbang

Mengingat

DENCAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentua-n Pasai 3 Peraturan Desa
Nomor -..-..... Taiun ........ tentang PerubaJran Ang€aran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anglaaran........., mal<a perlu
menetapkan perubaiar Anggaran Pendapatan dan Be)anja Desa Tahun
Anggaran..........

l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan L€mbaren
Negara Republik lndonesia Nomor 5495)

2. Peratulan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcratumn
Pelsksanaan Ufldang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lmbaian Negar'a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I23
Tarnbahan kmbara! Negara Republik Indonesia Nomor 5539 )
s€bagaimana telah diubsh dengan Peratumn Pemerintah Nomor 47
TaiuD 2015 tentang Pcrubaian atas Peratumn Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan UndanS-Undeng Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan L€mbaian Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peratura! Pemerintal Nomor m Tahun 2014 tentant Dana Desa yang
El,ersumber dad Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara (tambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah
diubsh dengan Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Ol5 tentang
Ferubohan atas Peratu.an Pemerintal Nomor 60 Tahun 2014 teatang Dana
Desa yang Bersumber dari AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56941;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Taiun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {E}erita Negara Republik Indonesia Ta}un
2014 Nomor 611);

5. Peraturan Daerai Kabupalen Sragen Nomor ..-... Talun ......... lentarg
Alggaran Pendapatan dan Belanja Daetah Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran ....... {Izmba-rai Daeral Kabupaten Smgen Tahun ....... Nomor
......t.
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6. Peratura[ Bupati Sragen Nomor....... Ta]un ....... tentang pengeiolaan
Xeuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun ....... Nomor
......);

7. Peratur€n Desa .......--........ Nomor ....,.. Tahun ..-....,.. tfntang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaren .-....... (l,embaian Desa
......-..,.... Taiun ....,..-. Nomor -.........)

Menetapkan:

Dengan Kesepalatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,,,,,

dan

KEPAT^A DESA ................_

MIJMUTUSKAN

Pasal 1

Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
........ semula berjurnlah Rp 1.........

kambah/b€rkumng s€jumlah Rp....... ,- {..........
menjadi Rp.......... ,- (..........) dengan rincian s€bagai berikut:
l. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatar Asli Desa
a. Semula Rp..........-.
b. Bertambah/{berkurang} Rp.

Jumlah PADesa setelal pcrubalan Rp.

1.2. Trrnsfer
a. Semula
b. B€rtambah/(berkurang)
Jumlal pendapatan tmnsfer setelal
Perubahan

1.3. Lainlain Pendapatan yang sa}l
a. Semula
b. Bertambal / (berkurang)
Jumlah Iainlain pendapatan yang sa}l
setelah pembahan

Jumlah Pendapatan setelal perubahan

PERATURAN KEPAI,A DESA ......,.,....... TENTANG PEN.IARARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL"ANJA DESA TA}IUN
ANGGARAN ..............

Anggamn

),

) sehingga

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

2. Belenja Desa
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintal Desa

a. Scmula
b. Bert€mbal / (berkuranA)

Jumlah setelah perubalan
2.2. Bidang Pembangunen

a. Semula
b. Bertambah / (b€rkurarig)

Jumlah setelah perubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasya-rakatan

a. S€mula
b. Bertambah / (berkurang)

Jumlai setelai perubalan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. S€mula

Rp.
Rp.

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp.

Rp
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F. Format DPA
F.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA XEOIATAIi DAN ANGGA&{N}
TAHUN ANCGARAN ,.,....

DESA
XAIJU PATDN
PRO!'INSI

ANGCARAN RENcANA PEIiARIl(AN ANGCARAN (Rr,)

KODE REIiDNING UPdI N
JUMLAH

{RP)Jul
I 2 3 6 7

I

I l F.nFLngsali@ B€Lnja

Iunjaire de op.msionar

I I 01 Penyedi.aa P.nghr6iLn
r.tap dan Tujdgd Kepala

I I 01

1 I 01 l I PenSh6ilan Tetap &
I unrancan Xeeala D.sa

l I 0l 5 L I <Rincia obyck Bclania>
1 3 MEiniatrei (.p.ndudukd,

P.rcatata sip0, starisrik

I 01 P.layar@ adEinistlai
uEr de kep.ndudukan
lslst P.nsdtd/ P.layarre
KTP, I(etu K.luarya, dX)

I 3 ot 2 B.lAnja BaErrr dm Jas
I 0t 2 3cIMja J.M Ilonorarium

r Rincia Obyek Belania>
2 P.16kst,,dftmbangM

2 I
2 I Peabail8ul,e/R.hab itasi/

PeniDgkatan Sarae

P.rpustat(@/T@e
Ba.aan D.€alsanrra

2 t 3

II

IIII
IIIIIII IIIIIIIIII

II

r I ------r-----
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Belania I'eaawaiI 1 tll 5 I
Penghasilan Tetap & Tunjangan
KeDaIa Desa

1 L ol I I

I I ol 5 1 1 <Rincian Obyek Belanja>

I 3 Administmsi Kependudukafl ,

Percatatan Sipil, Statistik dan

3 0l Pelayana.n adninistmsi umum
dan kepcndudukan (Surat
Pengantar/ Pelayanan liTP, Kartu
Keluaca. dlt)

I 01 5 2 Belania Barans dan Jasa
l 3 01 ) BelanjaJasa Honomrium

<Rincian Obyek Bclanja>

Pelaksa[aan Pemlrangunan Desa2

Pendidikan2 1

Pembanaunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Dee/SEnllar B€laid

) I 05

) I 05 5 3 Belanja Modal

3 Belanja Modal Gcdung dan
BanElrnan

) T o5

3 4 <Rincian Obyek Belania>I l 0s
Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mend€sak

5 1 P€nanggulangan Bcncaia
5 1 00 5 Pe ndxsulansan Benena

1 00 5 Bela4ra Tak Terduga5
5 1 00 4 00 Belania 'tak Terdusa

o0 00 Belania Tak Terdusa5 i 00 5 4
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /iDEFISIT)

PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pcmbiayaan

IEI
III

IIIIIIII

II

II III

IIIIIIrIIIIIIIIIII
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F.2. Format Rencana Kerja
Kegiatan Desa

RENCAI{A XSRJ  XECIATAN DESAT
IAHUN:........

Bidarsr/sub ad&rslx.srah

12

2

'mdp.k$ doltuma poEnqe y.ra di.u.un ur p.Nu.unfr RKp O...
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F-.3. Format Rencana Anggaran Biaya {RAB)

RENCANA ANCGARAN BIAYA
DESA...............,........... KECAMATAN....

TAHUN ANGGARAN

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Wal<tu Pelalsanaan

Rincian Pendanaan
URAlAN VOLUMD HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH

iRp,)

1 ,2 3 + 5

JUMI,AH (RD.I

Kaur/ Kasi.

Cara pengisian :

l. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening
sesuai dengan APB Des,a

2. Sub Bidang dtsi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rckening sesuai APB Desa

3. Kegiatan diisi dcngan nomenklatur kegiatan dan kod€ rekening
sesuai APB Desa

4. kotrom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalarn kegiatan.
6. kolom 3 : diisi dengan volumc dapat berupa jumlai orang/barang.
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran

untuk membayar orang/ barang
8. kolom 5 : diisi denganjumlah perkatian antar.a kolom 3 dengan kolom 4

Disetujui
Kepala Desa

NO.



G. Format DPPI
G. 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEG1ATAN D.AN ANCCARAN PERUBAHAN
TAI{UN ANOCARAN .,.,

r,ESA
KOCAMATAN
X,CBUPATEN
PROWNSI

KoI)I] REKENING

I 2

URAIAN

l

SEIVIULA MI]NJADI RENC,ANA PENARIKAN,{I{GGARAN (RPI JUMLAH

9

ANCGARAN ANCG,IRAN

{Rp) __]Bd-_
6

Mei Jrtl Sc
ll.1 7

I

1 Penyelenssem Belanja
Pcnshasilan Tctap,
Tunjese dan op.rasional
P.merifltahe Dee

I

I 1 ol Penyedid P€ngha8nu
Totap daII TunjeSan Xepala

I I OI

I 1 01 5 l I Penghasild Tetap &
hrntanEan K.Dalu Desa

I I ot 1 1 <Rin(id Obyek B.lan
I 3 Adminis.rasi (cp.ndudukan,

Pcncaratan Sipil, Starist*

I 3 ol Pelayanffi adminiEtrsi
umuo d& kep.nduduke
(Su.at Peryants/ Pclayanan
KTP, Kartu Kelusrsa, dI)

I
l

2 Pelaksanaan Pcrnbangunan

l
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H. Format Rencana Ang{aran Kas Desa

RENCA]\A ANC,CARAN KAS DESA
TAHUN ANGOARAN

DESA
KECAMATAN
(ABUPATEN
PROVINSI

PENEF]MAAN/ PENCELU,{RAN
KODU REKENINC URATAN

lRp)
JUMI-AH

1 2 3 4 5 6l) l,
PENDAI)ATAN

+ I
I I I{asil usa}a

1 lobyek Pendapatan>
:l 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 Pendapatan lain-lain

3 1 Penc.ima8n dari Hasil Kedasartra
Desa dengan Pihsl< K.tiAa

3 I <Obyek Pendapatan>

JUMT"AH PENDAPATAN

BEL$IJA
l Pcn]'clcnSga raan PcEcrintahan

l I Penyclcnagaraan tJelanja
Penghasilan Tetap, Tunjanaan
dan Operasional P€m€rintahan

I I ot P.nyed iaan P.nshasilan letao
dan Tunlansan KcDala Desa 

'

II

4
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b. Bertambai/{berkurang)
Jumlah setelai perubahan

2.5. Bidang ttflanggulangan Bencena,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Berrambah / {berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Jumlal Bclanja setetah perubahan
Surplus/(Defisit) serelah perubahan

Rp

3. Pembiayaan Desa
3. 1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semulia
b. Fkrtambah / (berkurang)

Jumlah setelah pcrubalan
3.2. Pengeluaran pe&biayaan

a. Semula
b. tsertarnbal / (berkurang)

Jumlall setelah perubahan
Sclisih Pembiayaan setelah perubahan

pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundarrgkan

Aga. setiap orang dapat mengetahui, &emerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala D€sa ini dengan penempetannya dalarn
Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ..
pada tanggal ...

KEPALA DESA

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Pasal 2

Ureisn lebih Ianjut Penjaba.ran perubaian Angget-an lreodapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pasal I tercaltum dalem Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari pemturan Kepala Desa ini.

pasal 3

Pel6lsanaan Penjabaran perubs}lan ApB Desa yang ditetapkan dala_rn
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen p.tatsarr"",
lerubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaral.

Diundangkan di ..
pada tanggal .......

SUKRETARIS DESA

BERITA DESA . TAHUN ....,.. NOMOR

31

Rp.

Rp..
RD.................



E.2. Format Penjabaran Perubahan APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR....... TAHUN.......-
TENTANG

;8il91?1ffil*BlH"t?ilfr[ffi
PENJABARAN PERUBAHAN ANOGARAIV PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

SEMULA
KODE RiIIiiENING

URAIAN VOI,UME SATU VOI.UME SATUAN

URAIAN ANGGARANXI.]LUAR.{N OUTPUT
MDNJADI

1 2

RTAMIJAHBE
(IJER}( URANc3

SUMBER
DANA4

b d 5
6III

II

Cara pengisial:
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasj bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasilikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraia.n, keluaran/output, dan anggaran sebelum F,erubalan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besara! jumlah argg.uan yang berubah
Kolom 6 : diisi dengan sumber d6na

KI]I,I]ARAN ()UI PT]'I ANGGARAN
IRD)

*;;;;;;.:"



SiI,PA Tahun SebelumI 16
Seh utnII,P LLNTahSiI1 1

luaran Pem6 2

Pembentukan Dana Cadangan) If)

1 Pembentukan Dana Cadangan') 26

dsi

JumtahEGt

Sr: lisih Penerimaan dan

oisetujuio eh:

diisi scsuai d€n8an PenjabaEn APB Desa

dirsi dcruan:-]-_p""iaputan aii"i *suai rencalra waktlr penerimaa.o pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi Eaupun Btimasi wal6r
_ eefania aiisi scsual rcnc€Ia p€ngetuaran berdasarkan DPA )ang diajukan oleh xaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rcncana pcngeluaran

pengahasilan tetap, untuk bclanja tunjangan opemsional apamtur Desa

- icmtlayaan aibi sesuai rcncana p€n€nmaan dan pengcluaran pembiayaan

diisi jumlah pcncrimaai d€n Pengeluaran masing_masing item
Kolom 6

-T-irr
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Cara pensisian:
Kolom 1,2,3, 4 :

Kolom 5



I. Format Buku Pembantu Keglatan
L 1 . Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGTATAN
D8SA.................... KECAMATAN.............
TAHUN ANGGARAN..

No 'fan88al Nomor
Bukti

Uraian Penerimaan
dari Kas

Pengeluaran (Rp) Pengembalian
ke Kas Desa

(Rp)

Saldo Kas
{Rp.}

(Rpl Betanja
Barang

dan Jasa

Relanja
Modal

t 2 3 5 6 7 8 9

Pindahao Jumlah
dari halaman
sebelumnya

Jurr a}r

Total Penerimaan Total Penqcluaran
Total Pengelua,ran + Saldo I(as

C€ra p€ngisbn
Kolom I :

Kolom2 :

Kolom3 :

Kolom4 :

Kolom 5 i

Kolom 8 :

Kolom 9 :

Kolom lo :

Kolom 1l :

diisi
diisi
diisi
diisi
diisi
diisi
diisi
diisi
diisi

delgan nomor urut.
dengan tangga-l transaksi.
dengan nomor bukti transaksi.
denSan uraian trensaksi.
dengan jumlal rupiah yang diterima dari kas Desa.
dengan jenis pengeluaran belanja beriang dan jasa.
dengan jenis pengeluaran belanja modal.
denSen jum.tah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa
denaan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Kaur/Kasi.

t



No Tanggal Nomor
Bukti

Uraian l'encrimaarn Nomor
Bukti Setor

ke Kas
Desa

Saldo Kas
(Rp.)Uang (Rp) Batang/

Tenaga
{Volume)

1 ) 3 6 7 ll

Pindahan
Jumlah daii
hajaman
setElumnYa

Jumlah
Total

1.2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PDNERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA.................... KECAMATAN..............,-.-.....
TAHUN ANGGARAN

Nama

Kaur/ I(asi

Cara pengisiar:
Kolom 1 : diisi dengan nomor uruL
Kolom 2 : diisi dengar tanggal t ansaksi.
Kolom 3 : diisi dengan noao! bukti tralsaksi.
Kolom 4 : diisi nafla/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kotom 6 : diisi dengan volume jeris barang/tenaaa.
Kolom 7 : diisi denSan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada B€ndahala.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah ruPiah sebagai saldo yang harus dikernbalikai ke Kas Desa

--t
=



J. Format L,aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Angga-ran

I,IPORAN PERKEMBANGAN PELA(SANAAN (EGIATAN DAN ANGCARAN
Bulan :.......................-.-...,...-.-...Tahun : ..

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Kolom 1 dan 2

Kolom 3
Kolom 4
KoloD 5

Kolom 7
Koloo 8
Kolom 9
Kolom 10

Xaur/Kasi

diisi derlga Kode Rekenirs
diisi denss, Bidmg, Sub Bidana dan Jenis K€airr,n sbaSaiEea ysrg tetcantum dalam Fnjabare APB Desa
dibi voluBe kcSiatan yana dtencanaka
diisi satuan volum.:

- j€sbatan/bangunan/barm8 atau yms sjcnis - unit
' jarafl/iisasi/ drainas. atau yans s.j€nis- M
- kegiBtan non 6Bik - prLct

dnsi juE.Lh mssda yang dilaceakm
diiei eolume k€aiatan yang tercalissi sampai denaan saat ini
diisi satuar volua. yang t rcalis.si sanpai derSan saat ini
diisi dengan juElah dma yanS di8unalan
diisi dcns& pmscntas. capaiai kcgiatan dan anssF an yang digunakan

SUMTJOR DANA

Realissi Smpai Sat ini

{Rp)
(RD)

IRP)

Bentuk

(Rp) lRp) ('ri

URAIANKODE
REKENING

1l 12 13 t-15 7 a lo2 3I

IIII
III H

-+
d

--l
I

I=
ITT

ffi mtlrlT m

.)



Kolom 1l
Kolom 12
Kolom 13
Xolom l+

diisi dengsn p.aggunaan dana dari Dana Dcsa (DD)
dibi dengm pcDssuad dana dari Alokasi Dana D€sa (ADD)
diisi deree p€n&.un@ dea dali sumber lain sclain DD dan ADD
dnsi d.fl8m PenA8unad bantuan yang tidak b€rupa uanS



K.1. Fonnat Surat Permintaan Pembayaran

Bidang
Sub Bidang
Kegiaton
Wa.ktu Pelaksanaan

Dis€tujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA,..
TAHUN ANGGARAN

UIIAIAN PAGU
ANGGARAN

PENCAIRAN
S.D. YC

LALU

PERMINTAA
N

SEKARANG

JUMLAH
SAMPAI SAAT

]NI

SISA DANA

(Rp.) (ltp.) (RD.l (Rp.l (Rp
I 2 3 { 5 6 7

.,UMLAII

l'elah dilalukan verilikasi
Sekreta s Desa, Kaur/ IQsi.

Telai dibayar lunas
Kaur Keuangar,

Ca.a p€ngisian:
1. tsidang diisi dcngan nomenklatur dan kodc rekening s€suai APB Desa.
2. Sub Bid6n8 diisi dengan nomenklatur kode rekening s€suai APB Desa
3- Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rckening s€suai APB Des6.
4. Kolom 'l : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian p€nggunaan dana s€suai rencana kegiatan.
6. Kotolo 3 : diisi dengan rincian pagu dara sesuai dengan rencala kegiatan.
7. Kolom 4 : diisi dengan rincisn jumla.L anggaLan yarlg telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian ,€ng dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlai permintaan dara sampai saat ini,
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

KECAMATAN

No

t -------



K.2. Forrnat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANCGUNGJAWAts BELANJA
DESA ........................ KITCAMATAN

TAHU\ ANCCARAN

Bidang
Sub Bidang
Xegiatan

NO. PENDRIMA UR IAN .JUMLAH
(Rp.l

I 2 3

JUMLAII (Iip.)

Bulci bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat p€rhyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Kaur/I(asi

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan noEenklatur dsn kode rekening sesuai APB Desa.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rckeoing sesuai APB Desa
3. Kegiatan diisi dengan noEen&latur dan kode rekelling sesuai APB Desa.
4. Kolom 1 : dtsi dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan penerirrla pembayaran yang ada di bukti b€Ianja.
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. baris jumlah diisi juml,ah keseluruhan.



L. Format Laporan Akhir Reelisasi Pelaksanaan Ke8iatan dan Anggaran

LAPORAN AXHIR REALISASI PEL{KSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan : .............................-.-.-......Tahun : ..

DESA
KECAMATAN
XABUPATEN
PROVINSI

Xolom 1 dd 2
Kolom 3

Kolom 5

Kaur/Ka6i

1td

.)

Kolom 6

KoIoE 8
KoloE 9
Kolom Lo
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

diisi dengan ltud. Rek€ning
: diisi dengan BidanS, Sub BidanS dan Jenis Xegiatan sebagaimana yans tercantum dalam penjabara.n APB Desa
: dibi voluE. k.aiatan yana dir.n.anakan
: diisi satud volume:

- j.Ebatan/bansunsr/barmg atau yana $j€ds - 
'.rnit- jalm/in8a8i/ drainas€ atau yans sejcEis- M

- kegiatan non lisik ' pak€t
: diisi junrab anggean y6n8 dtencanaka.n
: diisi volrDc k.Aiate yea t€realtuasi
: diisi stuan volum€ yang t€rc,lisai
: diisi dens8Jt jumlah dana yang digunal<an
: dibi den8an pro*ntas. capaian k.giatai dan anSgaran yair digunalan
: dnsi denaan peDgSu'raan dana dari Da'Ia Desa
: diisi dcngen p€nagunaan daia dEri Alokasi D6na D.e
: dtui dengan penggunaan darE dari sunbcr lain $lEin Dana D.s daD dokasi Dana D.e
: diisi denaan pcnggunarn bantuan yanS tidak bcrupa uang

OLITPUT SUMBER I)ANAXODE

REKEN]NG

{RDl
(Rp) Desa (Rp)

Bentuk

6I 2

URAIAN

3 8 1{) 1l t2 13 l4
d

IIIIIIT

iBd
Capai

{-{

= I tl

-il

ttll
f-------T-------f---tm

tl
-T-t--T--r-T-r

llt tllr



M. Rencana KegiatAn dan Anggaran tanjutan

RENCANA KEGTATAN DAN ANGCARAN LANJUTAN}
TAHUN ANOCARAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PRO!'INSI

Divcrifikasi oleh:
Sekretaris Dcsa,

Kaur/Kasi

Disetujui oleh
Kepala Desa,

RI.]AI,ISASI r-{NJUTANUI{AIAN ANGCARAN

Anggaran Volume
kegiata

Jumlah
Anggarsn

Waldu
Penyelesaian

Penarikan Anggar-an (Rp)

I 2 Jumlah .Iumlah (Rpl Rp hari Jan Feb Mar .lumlah

b b d

ITIrIIIIIIII

IIIIIIII
IIII

KeI Diisi untuk kegiatan yang dil4utkan saja

KODI,] REKENING

Sumber

=

IF- +
-_r

I]

I

H

rT----T-----l-------r------

i--

Hm



N. Buku Kas
Umum

KECAMATAN
I<ABUI,A'I'EN

BUKU KAS UMUM
DESA._...................

TAHUN ANGGARAN,..,,..,,.

Kobln r r diisi dcnse nomor urut peoe.ituen atau P.ngcludan
KoloE 2 : dnsi dcnSan t gBEl Pencriman atau peog.ludln.
Koloa 3 : dii.i d.nge kode roketinE Fnc.imae dan p.nseluarin ..Lugaift@a t.rt.6 dalam P.njab@n APB D@a

KoloD 4 ; diE' ddse uEio tla.aksi P.n.nma4 atau Fnsclurd *baaamtna tcn.E dde P.njabold APB Dclt
Kolom 5 : diili dcnsan iumleh 4Piah p.n.rimam
Kolod6 | diili dcrsu jumlah ruPilh Fng.luafu
Kolom 7 : diiri dcnsm nofror bukti trm.a*.i
KobEa : dii6i d.ngan n.tto trd.ak.i
Koloh 9 : dii.i dcngd &ldo kqs

NETTO
TRA]!SAXSI

(&)

SALDO
(Rp)

PENERIM,d{N
(Rp)

PE NGELUARA]I
(Rp)

NOIlrOR
BUKTI

NO I'GI I{ODD RE(ENTNG

51 2 3
I

d

RP.,IJML,I\II

IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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O.2. Buku Kas Pembantu Pajak

tsUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DllsA ........................ KECAMATAN

TAHUN ANGCARAN .......

Cara pengisian :

Kolom 1 i diisi dengaD nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak)
atau pengeluaran ldari penyetolalt pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanSSal pene maan atau Pengeluaran.
Kolom 3 : diisi dengan uraran penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Koloro 4 : diisi dengan jumlai rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiai pengeluaran kas.
Kotrom 6 : diisi dengan saldo buku kas bcndaha.a.

Kaur Keuangan

SALDO
{Rp)

PIINYIiTORAN
(Rp)

PEMOTONGAN
lRpl

URAIANTANGGALNo.

543,2I

JUMLAII

I

-

52



BUKU PEMBANTU PANJAR
DDSA. KECAMA'T^N,......
TA}IUN ANGGARAN

No- TarIggal Nomor
Bukti

Umian Penerima Pemberian
{RD)

Pertanggung
iawaban Panier

Saldo
fRD)

I 2 3 4 6 7 8

Kaur Keuangarn

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengarn nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
xolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang hrikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis bsrang/tEnaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendalara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupian sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

5:l

O.3 Buku Pembantu Panja-r

-TT-T_---r I



P. Format Kuitansi

Tanda Bukti

Kantor Desa : <...Nama Desa-.- '
: <...liabupaten/ Kota... >

Telsh terima dari Kaur Keuangan D€sa <... Nal:na Desa

: Rp <...Jumlah dalam angka.. >

(... Jumlah dalalIl humt..)
(... Jumlah dalam hutrif lanjutan...)

: <.....sebutkd Tujud PeEbaydan (Ke8iatan/Belanja)......>
<......Scbutkan Tujuan PembaFran lrnjulan lKegiatan/Belania).....>
<....Scbutkan Tujuan Pembayaran l-snjutarl (Kegiatsn/B€lanja)....>

SebaAai pembayaran

Catate l(.ud8d

<..Nama Peli1ben.., <...Nma Pc erima...>

<...Desa...,, <...tal, bln, th...>
Yang Mcnerima,
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Q. Format IAporan Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Peiama

LAPORAN PET-AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA
SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DES4..............
TAHUN ANGC4R4N..."........

Contoh

KODE REKENING URAIAN ANGCARAN
(RP)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp)

SUMBER
DANA

1 2 3 .1 5 6

d
4 PENI )APA IAN

I

4 l I Hasil usaha
4 I 1 <Oby.k Pendapata-rl>

'2

4 2 I Dana Dcsa
4 3 Pendapatan lain lain
.t 3 l P€nerimasn dari Hasil Kerjasarna

Antar Desa
3 I <Obyek Pendapatan>

JUMLAH PENDAPAT,{I.I

5 tsEL,\NJA

I Penycled&Iaraan Pemerintahan
Desa

I 1 PenyelcnSgaraa-o Belanja
Penahasitan Tetap, Tunjangan dan
Opcrasional Pemerintahan Desa

I I PenycdiaaD Penghasilan Tetap dan
Tunianearl XeDala Desa

L 01 5 l Belanja Prgawai

I 1 o1 I 1 Penghasilan Tetap & Tunjanaan
KeDala Desa

1 1 01 5 I t .Rincian Obyek Belanja>

1 3 Administrasi Kependudukan,
Pencataten Sipil, Statistik dan
Kea!sipan

I 3 01 Pelayanan adoinistrasi umum dan
kepcndudukan (Surat
Pengantar/ Pelayanan KTP, KBrtu
Keludca. dlrl

I 3 0l 2 Belania Bara-ng dan Jasa
I 3 01 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rhcian Obyek Belanla>

2 Pelaksanaan Pcmbangunan Desa
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Pendidikalr') I
Pembansuna, / Rehabilitasi/ Peningk
atan Sarana Prasarala
Perpustakaan/Taman Bacaa-r!
Dcs/S&ccar B€laiar

052 I

Bela4ia ModalI OS 32

Bcrsnja Modal Cedung dan
B€n{unan

I 05 5 32

3 4 <Rincian Obyek Belanja>I I o5 5
PenangSulangan Bcncana, Kcadaan
Darurar dan Mendesak
PenanggulanSan Bcncana5 I

.1 Penanssulansan B€ncanal 00 5
Belania Tak Terdusa5 I oo 5

00s I o0 5 4
o0

Belanja Tak Terduga
Belania Ta]< TerdusaI o0 5 oo

ds1
JUM[,AH BEIANJA
SURPLUS /(DEF'ISIT}

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembia!,aan6 1

6 I 1 SiLPA Talun Sebclumnya
6 I I I Sil-PA Tahun Sebelumnya

Penqeluaran Pembiayaan6 2

I Pembentukan Dana Cadargan6 2

6 '2 2 1 Pcmbenhrkan Dana Cadangan

SDL]SIII PEMBIAYAAN

rIIIIIIIIIIIII

II

IIII

Kcpala D€sa,

Cara pengisian:
Kolom I : diisi berdassrkan klasilikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.

KoloEr 2 : diisi bcdasarlGn ktasifrkasi ckono6i terdiri dari Pcndapatan, Bclanja dan Pcmbiayaan

Bagr6 PcndtPatan dnsi:
a. Pcndapatan;
b. keloEpok pendapatan:
c. jenis pcndapatani dan
d. ob)'Ek pcndapatan.

tJagantlelsJads':
a. b€lania;
b. jcnis belsnja (disesuarlGn denganjenis kegjatan)i
c. obyek belanja: dan
d. rincEn obyek b€lanja.

- Baaian Pembiayaan ddsi:
a. PcrEbiayaar;
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Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

b. Kclompok Pcmbialaa-n; dan
c. jenis PembiaYaan-

: diisi uraian Pcndapatsn, Belanja dan Pembiayaan (Uhat tampiran A krmendagri ini)

: diisi denaan juml,Bh arSSaran yang ditetapkan

: dii6i dcngan rcelisasi anSSatan yang digutakan
: aiisi sumir nana aiisi dcngan Suml,er Dana yang digunakan dalEm kegiatan

(kolom 1.c) tcrkait
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R. I . Format l^aporan Keuangan

LAMPIRAN I
PERATURAN DES4.....,.
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG
IAPORAN PERIANC,GUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Leporan Keuangan
ttmerintah Dese .........

Kecamatan ........,...
Kabupaten ....-..-....

Tahun Anggaran .......

Daftar Isi

I Laporan Realisasi APBDeS
II Catatan Atas taporzrn Keuangan

A lnfo.masi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangen
C. Rincia.n Pos Laporar Rea.lisasi Anggaran

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
2 Pendapatan Asli Desa
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana Desa
6 Bantuan Keuengan PrcPinsr
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
8 Pendapatan l,ain lain
9 Beleja Bidang PenyelengSaraan pemerintal Desa
I o Belanja Bidang Pelalsanaan Pembangunan Desa
i 1 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyatatan Desa
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
13 Belarja Bidang PenanggulsnSan Bencana, Darurat dan Mendesal Desa
14 Betanja Desa dalam Klasifrkasi Ekonomi
15 Belanja Desa da-la-m Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
l6 Pembiayarn
17 Aset Desa
18 Pcnyertaajr Modal Desa
19........

Lqrnpiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
l,ampiran 2

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x



L-{POR{N REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DES{,...,.,-...,.,,,,,.

KXCAM4IAN .......................
KABUPATEN .--....................
TA}IUN ANC<]ARAN -,....,,,...

PENDAPATAN
P.ndapatdr Asli Dee
P€ndapatan Trander

Bagi& dr tEsil pajak dd Retribwi Daeralt
Alokai D.fu D.e
Bdtua, Keuaruan I'roPinsi
Bdtua, kudlge Kabupat n/kota

P.ndapara Lah lain
JUMI"AH PENDAPATAN

BELAIUA
BidanS P.ny.lenggE@ Fr..i.tal Dee
BidsnS P.lak@ Eobesuran D.$
Bidang PeEbinaan KeEasrEEtan Dee
Bidals P.obadayaa MasY@kat DcEa

BidaDa Pendgulangd Bencana, KadaaD Darurat d.n

c.2

C 1.1

c.t5

PEIIItsIAIAAN NETTO

xx

xxx

Angaao Realisi

xx.xxx xx )o(x

xx.x)!\ xa.xlo(
x)o( xxxSILI'A TAHLTN BER.]A],AJ'I

{1.bft)/

c.3
c,4
c.s
c.6
c.7
c.a

C.9 d6 cls
C.lO de C l5
C.ll alar C15
C.l2 dan C 15
C.t3 dan Crs

.JUMI-AH BEI,INJA
suRPr-us/(DEFlSrr)

PEMBL{YAAN
P.neriEaa PeobiaFan
ftnsdutfu PeEbayad

R.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

Lihat catate Ata! L5poEn t(.uanAan ydg m..up6km baaid yalg tidak r.rPisalke d&i hPoan kcualga
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R.2.b. Format Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan Atas taporarl Keuangan Pemerintah Desa... ....... . ...., Kecamatan
Kabupaten TahunAnggaran........... .

A. lnformasi Umum
Pcaerintsh Dess ........... mcruPal(an desa di Kecamatan
Sruhur Organisasi dan Tata Kcda Pcmerintah Dcsa .......
t. xcFla Dcsa :

2. SekretEris Desa :

3. Bendahara Desa : ........... ......
Kantor Pemerintahan Dcsa berala]nat di . .....

, Kabupaten S.suai dengan

liabupatcn

B. Dasar Penyajian laporarl Kcuangan
Laporan Xeuangan Desa berupa laporan Realisasi APBDes s€suai basis kas dengan dasar harga p€rolehsn.

Pcndapatan dicatat pada saat kas diterirDa di Bsnk atau Kas dan Bel,anja di.rtat pada saat kas dikeluarkan

dan t€lah bcrsilat definitif.

C. Rincian Pos taporan Kcuangor
l Rckonsiliasi SILPA dan Kas

, Desa

SIT PA talun an994rsn .. .. . .. .. . . . ..

Mutasi Potongan Paja}
- Saldo Awal Periodc Potongan Pajak ya b€lum disctor kc Kas Negara
- PcneriEaan Potongan Pajal taiun anagaran bedalan

Sctoran Pajak ke t(as Ncgara selama taiun anggara.n bcrj€lan
- Saldo A.ldn Periode Potongan jak y8 belum dis€tor kc I(as NcgE-ra

Saldo t(ss p€r 31 Dcsembcr 20x1

2. Pendapatan Asli Dess
Pcndapatsn Asli Dcsa terdiri dari

xxx

xxx
(xxx)

xxx

x.xx,{

Realisasi

3. Dsna Dcaa
DarE Dcsa mempaka! pcnerimsan dcsa yang dipcroLeh dsri APtsN. Jumlah penerimaan Dana Dcsa

An&Aaran Rcalisasi

Pendapatan AsIi Dcsa terdiri dari:
a. l{as Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. lain-lain PADes yartg sah

r:o(iocx

(L€bih)/

Tahap
T I

2

4. Bagjan dari hasil psjak dan Retribusi Da€rah
Pcnerimaan Dc6a yans bcrasal dari Baaia! dari hasil p3E!-daa-BE!d!cd!c9Bb-€ds&h lqbqCa!

Ansgaran Rearsasi '#g
Tahap I
Tahap 2 )oo(.rooa

5. Alokasi Dana Desa {ADD)
Penerimaan Desa yans berasal dari Alokasi Dana Desa {ADDEdabh_scbasqi-Ei4ll

AnSgdan Realrsasi

Tahap 1

Tahap 2
,oo<.roo(

(L€bih)/

kurallc

sclama tahun anggarar 20x1 adalah sebaAai berikut:
(Lebih)/
kurary



6. Bantuan Keuangan PYopinsi
pencrimaan Desa yana berasal dari tsantuan Kcuansan PlppjqsL.- adatsl s€baqai bqi!g!-,

Anssaran Rcarisasi tTH

7- Rantuan Keuangan lhbupat€fl /kota
Pco€rimaanD€sayangbcrasaldadBantuanKeuanganX8bgpqlts!]lgla........adalah sl!3sei-

(Lebih)/AnSgaran Realisasi k

8. Pendapatan Lain lain
P.ndapatan lainlain terdiri dari

B€lanja Pegawai
Bclanja Bar:ang dan Jasa
Belanja Modal

tL€bih)/Anggaran Realisasi

9. B€Ianja - Bida$g Pcn]'clcogSarsan Pcftcrintaha-rl Dcsa
Bclanja untuk Bidang F.nyelcnSsaraan Pctncrintallan Delg..lEalldiefir

AnAga.an

PcncrirDaan dari hasil kcrjasama aotar Dcsa
Peierimaan dari hasil k rjasama Desa den88n pihal
k€tiSa
Pcnerimarn dari bantuan perusanaan yang bcrlokasi di
Dcsa
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelum la yang mcngakibatksn pencrihaan di kas
Dcsa
Bunga bonk
Lain-lain p€ndapatan yaig sah

)o(x.ro(x

Realigsi
(Lebih)/

)oax.roL(

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan llesa
uelanja untuk Bidsng Pcmbinaan KemaslErakatan Desa tcrdin dari

Aflggaran Realisasi
(L€bih)/

10. Bclanja - Bidans Pcmbansunan Dcsa
Bclanja untlk Bidang PcmbanSunan Desa terdiri dari

B€lanja Barang dan Jasa
nchnja Modal

B€lanja Barans dan Jasa
Belanja Modal

B€lanja Barang dan Jasa
Bclaija Modal

Anggaran Rearisasi

12. flehnja Bidang Pcrnberdayaan Masla'akat Desa
Belanja untuk Bilang Perberdayaan Masyaraka t Desa terdiri dari:

AnSLaraIr Reahsasi

13. BcL.rlja Bidang ltnanaulanaan Ikncana, Keadaan Darurat dan Mend€s€l< Desa

(Lebih)/
kurang

(kbihi/
kurai*



S€lama tahun anSgaran 2Oi 1 , Pcmerintahan Desa melakukan p€nanagulangan bcncana dan keadaan

daruat s€bagai berikut

Anggaran Rea.lisasi
(tebih)/

14. B€lanja Desa datan klasifikasi €konomr
Jumlah belanja dalam klasihkasi ekonomi adalah *bagai

Arl&garan Realisasi
(L€bih)/

Belanja Pegawai
Penahasilan 'retap dan T\rnjangan Kepata Desa

Penghasilan Tctap dan Tunjangan Pcraigkst Desa
Jaminan Keschatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa
Tunjangan BPD

Belanja Barahg dan Jasa
Bclanja BaianA Perl€ngkapan Kantor
Bclianja Jasa Honorarium
Bclanja Operasional Aparatur Desa
Behnja Jasa Sc'*a
Belanja Operasional Pcrkantoran
Bclanja Pcmeliha-raan
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahka. kepada

,oo(.Ex

)oo(jE

)oq

B€lanja Modal
Bclanja Modal Pengadaan Tanah
Bcl,anja Modal Peralatan. Mesin, dan Alat B€rat
Bekrlja Modal Kcndara8n
Belanja Modal CedunA dal! Bsngunan
Belanja Modal Jalan
Bclrnja Modal Jembatan
Belanja Modar Irigasi/ Embu nglAn Sungai/Drainss€
Bclanja Modal Jaringan/ ln8talasi
Bebnja Modal lainn],a

XJ<T

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidana G'r,rngsi)

Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang

Bidang Penyclenagaman pernerintahafl Desa
Sub Bidang Penyelenggalasn B€lanja PenSbasilan
Tctap, T\rnjangan dan Operaaional Pemerintahan
Desa
Sub Bidans Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Administrasi Kep.ndudukan,
Pcncatatan Sipil, Statistik dan Kcarsipan
Sub Bidans Tata Praja Pem€rintahan, Perencanarn,
K.uansan dan Pelapora.n
Sub Bidang Pertanalan

Bidana Pcmba-n8unan Desa
Sub Bidang Pcndidikan
Sub Bidang Ics€hatan
Sub Bidang Pekcrjaan Umum dan Pcnataan Ruang

Sub Bidang Kawasan P6rmukiman
Sub BidanS Kchutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumbcr Daya MincIal
Sub Bidana Pariwisata

Bidang Pembinaan Kemasl,EratEn Dcsa
Sub Bidang Kctentemman, (etertiban Umum, dan
rrlin,lt,-lEn rr.6,-Elzer

)crc{

)r.ax.roq



Sub tsidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidans XeFmudaan dan Olah R38a
Sub Bidans KelembaSaan Masyamkat

B€lanjs - Bidang Pcmberdayaan Masyarakat Dcsa

Sub Bidang K€lautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Petemakan
Sub Bidang Peningkatar Kapasitaa AParatur Desa

Sub Bidang P.mberdayaan Perempuan,
Perliodunaan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usana Mikto Kecil dan
Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Pcna-naman Modal
Sub Bidans Perdagangan dan Perindustrian

16. Pembiayaan
Jumlsh netto pembiayasn tahun anggaran 20xI adalsh s€baqai b€rikut:

)cIx.)oL\

Bclanja - Bidang Pcnangulangan Bcncana, K.adaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan B€ncana
Sub Bidang Kesdaan DaruBt
Sub Bidang Keadaan Mcndesak.

Pcnerimaan Pembiayaan
P.ngeluaran Pembiayaan

treneriBaar Peobiayaan tcdiri dari:
l. SILPA tahun anggaran s€belumnYa
2. ttncairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Keka].aan Desa yarlg dipisahkan

17. Aset Dcsa
Pcmlchan asct desa adalah scbagai berikut,

BUMDeS li(X
BUMDeS YrY

Realisasi
(tebih)/
kuraJlg

,ooa.)o(x

20xO 20x I

Rincian Asct'f€tap dapat untuk masing-masing klasilikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

Tanah
Pcralatan, M€sin, dan Alat Berat
Kendaraan
G€dun8 dan Bangunan
Jalan

Irisasi/Embung/Air Sungai/Drainasc
Jaringan/ Instalasi
Aset Tctap lainnla
Konstluksi dalam Pcngcqja.an

[Pcr,.gurariaanl

)o(x

20xl {Pensurallranl
x)o<

EO(

19. dsl

Pengeluaran Pembia].aan terdiri dari:
1. Pemb€ntulan Dana Cadangan
2. Pcnyertaan Modal Dcsa

______rg:i9s!

18. Penyertaan Moda.l Desa
Pcmycrtasn Modal Desa pada BUMDes adalah sebrs"i b.@!-_

20xfr

too(roo(
ffi.Dq

E(.6

,c\'LXP'



R.2.c. Format Rincian Aset Tetap Desa
PemefI anDc.a........

I{e3]mbn',,'''.,,,,l.gbupat.n.',,.,',
ki,.ran A*r Tetap Drs p.r 3 r D.mb.r 2ox

-Ll:::i:lr!Lil:]]!:rl):l!r!i!!! P:brci@ N d ltrklH 
^d 

i;;;.)

icB 23o/2ot4 zJuti2ot4

Nil4r'llehfol
tu"* Rngtu 0"r,., r.., ,,

t Mob, ndk QOO, r(x)cc, No Poli3i: Ds lPxB

r isaiv r,iuhnng/^ir suDssr/r rrir H*

x K',rsu1'[or dara! Ih]sdja)
r knibDnsDnm Jsnbah turao KdBruksi
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R.4. Format trogrsm Sektoral, Program Daemh, dan Prografl l,ainnya yeng Masuk Ke Desa

I.AMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG
I,APORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

PROGRAM SEKIORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM L.AINI{YA YANG MASUI' KE DESA

Des:a
Keca.matan
Kabupaten
Provinsi

Angga-ranNo Program Jenis tokasi Satuan Jumla-il Sumber Dana

IIIIIIIII

III

-

I II-

-

-

I

-

I

,l'g SRAGEN,

Kcpala Desa

YUNI SUKOWA1]

U

/t
Ii*'
t


